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Abstract: Tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu untuk menjelaskan pelaksanaan sanksi adat terhadap warga yang melakukan nikah siri di desa Pondok Kandang kecamatan Pondok Suguh kabupaten Mukomuko dan menganalisis efektivitas dari penerapan sanksi adat bagi pelaku nikah siri di desa Pondok Kandang kecamatan Pondok Suguh kabupaten Mukomuko. Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap warga yang melakukan nikah siri di desa Pondok Kandang kecamatan Pondok Suguh kabupaten Mukomuko dan bagaimana efektivitas dari penerapan sanksi adat bagi pelaku nikah siri di desa Pondok Kandang kecamatan Pondok Suguh kabupaten Mukomuko. Penelitaian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari observasi secara langsung ke desa yang menerapkan sanksi adat pada pernikahan siri dan hasil wawancara didapat secara offline. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sanksi adat bagi pelaku nikah siri di Desa Pondok Kandang cukup efektif dalam penekanan angka pernikahan siri di desa tersebut. 
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Introduction (First subtitle; bold in first capital letters)

Urgensi Pencatatan pernikahan 
Dari teori muslahah dan hilal, pencatatan pernikahan adalah suatu keharusan di zaman sekarang khususnya di Indonesia karena memiliki urgensi yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta menghilangkan kemafsadatan.[footnoteRef:1] Menurut penalaran istislahi, dengan melakukan pencatatan pernikahan maka akan mendatangkan kemaslahatan karena terlindunginya hak-hak suami, istri serta anak. Pencatatan pernikahan menjadi wajib dilakukan oleh pasangan yang hendak menikah.[footnoteRef:2] Pencatatan pernikahan bertujuan untuk menertibkan pernikahan dalam masyarakat. Pernikahan yang tidak tercatatkan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga pada akhirnya perempuan dan anak yang akan menjadi korban. Terdapat banyak mudharat yang timbul akibat pernikahan sirri, oleh karena itu perkawinan sirrih termasuk dalam perkawinan yang haram.[footnoteRef:3] [footnoteRef:4] Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan belum sesuai dengan maqasid syari‘ah yang digagas oleh Jasser Auda. Dalam fatwanya, MUI hanya menganjurkan untuk mencatatkan ke pihak berwenang berdasarkan metode maslahah mursalah dan sadd al-Z|ari‘ah yang digunakan MUI untuk mencegah timbulnya madarrat. Seharusnya pencatatan pernikahan bukan lagi dianggap sebagai anjuran, namun sebagai keharusan karena dengan itulah pernikahan mempunyai hukum yang tetap sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan.[footnoteRef:5] [1:  Kosim Kosim, “PENCATATAN PERKAWINAN DALAM KAJIAN TEORI MUSHLAHAH DAN HILAH,” Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam 6, no. 2 (2021), https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i2.9148.]  [2:  Ahlun Nazi Siregar, Abbas Arfan, and Noer Yasin, “PENALARAN ISTISLAHI TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN,” JURNAL AL-IJTIMAIYYAH 7, no. 1 (2021), https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i1.9337.]  [3:  Agustin Hanapi and Edi Yuhermansyah, “Urgency of Marriage Registration for Women and Child Protection in Gayo Lues District,” Samarah 4, no. 2 (2020): 528–44, https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.7942.]  [4:  Arisman Arisman, “FATWA MUI TENTANG NIKAH DIBAWAH TANGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM,” Jurnal Hadratul Madaniyah 8, no. 2 (2022), https://doi.org/10.33084/jhm.v8i2.3079.]  [5:  Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam,” Al-Syakhsyiyyah Journal of Law and Family Studies 3, no. 1 (2021).] 

Sanksi bagi pelaku nikah sirrih
	Pencatatan pernikahan menurut maqashid Syariah adalah kemaslahatan yang bersifat primer. Oleh sebab itu MPU Aceh mengeluarkan fatwa Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri yang mana pelaku nikah sirrih akan dikenakan hukuman penjara.[footnoteRef:6] Menurut teori 6 elemen jaseer auda pencatatan perkawinan merupakan suatu hal wajib untuk dilakukan yang mana apabila dilewatkan, status perkawinan itu sendiri menjadi tidak ada. Dengan begini perkawinan siri pada putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015 tidak dianggap ada dan sanksi yang tepat untuk menghukum para pelaku poligami sirri seharusnya didasarkan atas Pasal 284 KUHP mengenai perselingkuhan.[footnoteRef:7]  [6:  Agustin Hanapi and Sudjah Mauliana, “Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri,” El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law 2, no. 1 (2022): 1–16, https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i1.1567.]  [7:  Galuh Retno Setyo Wardani and Khoirul Hidayah, “Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari’Ah Jasser Auda,” Hukum Islam 22, no. 1 (2022): 95, https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.13798.] 



Dampak nikah sirrih 
	Dampak  Nikah siri terhadap perilaku keluarga antara lain hilang tanggung jawab, sulit terjadi keharmonisan dalam keluarga, tidak saling menghormati, berbeda kasih sayang terhadap anak,. [footnoteRef:8] Dampak dari hasil pernikahan siri yaitu dari pihak perempuan yang ditinggalkan oleh suami nya dikarenakan meninggal ataupun sebuah perceraian tidak memiliki hak kuat untuk mendapatkan harta warisan dari pihak suami dan untuk anak hasil dari pernikahan siri sulitnya mendapatkan surat keterangan lahir dikarenakan salah satu syarat untuk mendapatkan surat keterangan lahir tersebut harus dilampirkan juga dokumen berupa akta pernikahan dari kedua orangtuanya.[footnoteRef:9] [8:  M. Yusuf M. Yusuf, “DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA,” At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam 2, no. 2 (2020), https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530.]  [9:  Diana Yuni Lestari and Hinggil Permana, “Persepsi Masyarakat Karawang Timur Tentang Nikah Siri Dan Dampak Dari Nikah Siri,” Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman 9, no. 4 (2022): 348–59, https://doi.org/10.31102/alulum.9.3.2022.219-230.] 

Upaya Pencegahan Pernikahan Dibawah Tangan
Adapun langkah-langkah atau peranan yang dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA) Pasar Kliwon Surakarta dalam mengatasi perkawinan dibawah tangan yaitu Pertama melakukan kegiatan penyuluhan terkait Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) kepada calon pengantin, Kedua menggencarkan sosialisasi manfaat pencatatan pernikahan dan dampak negatif terkait keberlangsungan keluarganya kelak melalui pengajian yang diselenggarakan oleh Departemen Agama di tingkat kecamatan.[footnoteRef:10] Upaya legalitas perkawinan yang tidak tercatat melalui perkara isbat nikah yang diajukan oleh pelaku nikah yang tidak tercatat dikabulkan oleh pengadilan agama.[footnoteRef:11] Kegiatan pengabdian dalam  bentuk penyuluhan kepada masyarakat oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dengan metode pretest tentang SE Dirjen Bimas Islam No. P-003 dan akibat dari perkawinan sirri online, ceramah keagamaan mengenai hukum perkawinan sirri online dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif serta dampaknya, post test, diskusi dan konsultasi hukum yang dilakukan melalui via daring.[footnoteRef:12] Upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama kecamatan Purwaharja dalam meminalisir pernikahan dibawah tangan adalah: Pertama, melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia kepada calon pengantin dan wali. Kedua, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian. Ketiga, Kantor Urusan Agama saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparatur desa melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 Bulan sekali kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga sering diselenggarakan di balai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.[footnoteRef:13]  [10:  Ananda Muhammaad Khalil Gibran, “Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan,” Journal of Law, Society, and Islamic Civilization 9, no. 1 (2021), https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.52111.]  [11:  Serpin Rasyid, Sumiyati B., and Darmawati Darmawati, “Upaya Legalitas Pernikahan Dibawah Tangan Di Buntulia, Kabupaten Pohuwato,” Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 3, no. 1 (2023): 25, https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i1.2384.]  [12:  Zulfa Hudiyani et al., “Program Pengabdian Masyarakat Dalam Bentuk Penyuluhan Hukum Perkawinan Sirri Online Dan Regulasi Menag Tentang Pencegahan Covid-19 Di Lingkungan KUA Pada Masyarakat Tanjungpinang,” JPPM Kepri: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau 1, no. 1 (2021): 9–23, https://doi.org/10.35961/jppmkepri.v1i1.170.]  [13:  Ahmad Gojin and Sofyan Ruskandar, “Upaya Bimbingan Pembinaan Kantor Urusan Agama Dalam Antisipasi Pernikahan Tanpa Melalui Pencatatan Kua Di Kecamatan Purwaharja Kota Banjar,” Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf 1, no. 1 (2020): 19–32, https://doi.org/10.53401/iktsf.v1i1.4.] 

Collaborative Governance berbasis gender menjadi solusi alternatifnya dengan melibatkan masyarakat, pemuda, tokoh agama, Ketua RT, Kepala Desa, Kecamatan, KUA, dan Pengadilan Agama. Diawali dengan pembentukan forum bersama dengan mempertimbangkan kesetaraan gender yang memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara antara laki-laki dan perempuan, dilanjutkan dengan membangun komitmen bersama dan aksi-aksi nyata merupakan alternatif solusi yang paling memungkinkan dilakukan dan efektif untuk pencegahan perkawinan dini dan terutama yang dilakukan dengan sirri.[footnoteRef:14] Peran pemerintah penertiban  Pencatatan  Nikah  Di  Kabupaten  Boalemo  yakni  mengoptimalkan aplikasi   SIMKAH   Web   yang   diluncurkan   dan   tersinkron   dengan   KUA sehiingga  pasangan  bisa  mendaftar  online  dan  mempermudah  pendaftaran pernikahan  bagi pasangan yang wilayah tinggalnya jauh, adanya pelaksanaan sidang itsbat terpadu dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan sirri dan pentinganya pencatatan nikah oleh Lembaga Negara.[footnoteRef:15] [14:  Siti Malaiha Dewi et al., “Pencegahan Perkawinan Dini Dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender Di Kabupaten Pati Berbasis Gender Di Kabupaten Pati,” PALASTREN Jurnal Studi Gender 12, no. 2 (2019): 519, https://doi.org/10.21043/palastren.v12i2.6357.]  [15:  Fibriyanti Karim, “Optimalisasi Pencatatan Nikah Terhadap Fenomena Perkawinan Sirri Di Kabupaten Boalem,” Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 7, no. 1 (2022): 942–48.] 


Discussion (Second Subtitle, written in bold with the first letter of capital)
Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh memiliki Sejarah tentang kehidupan masyarakatnya baik itu adat, kesenian dan sebagainya. salah satu sejarah adat yang ada di Desa Pondok Kandang yaitu sanksi bagi warganya yang melakukan  nikah siri. Warga Desa Pondok Kandang memiliki cara tersendiri untuk memberikan sanksi bagi warga desanya yang melakukan pernikahan secara siri. 
”Bapak A Jakfar  selaku kepala desa di Desa Pondok Kandang  menjelaskan bahwa awal mula dari pemberian sanksi bagi warga Desa Pondok Kandang yang melakukan nikah siri itu karena pada zaman dahulu cukup banyak masyarakat yang menikah siri. Dan pada zaman dulu banyak Masyarakat lebih memilih menikah secara siri daripada menikah secara tercatat, alasannya yaitu pertama karena faktor jarak ke lokasi Kantor Urusan Agama (KUA), kedua yaitu  faktor umur karena harus ke pengadilan terlebih dahulu untuk melakukan dispensasi nikah dan proses  yang dilakukan lumayan rumit”.[footnoteRef:16] [16:  A jakfar, kepala Desa Pondok Kandang, Wawancara, November 2023] 


“Pak Amir Hamzah selaku tokoh adat juga menambahkan bahwa faktor orang zaman dulu melakukan nikah siri yaitu karena tidak mendapatkan restu dari orangtua sehingga melakukan nikah siri atau menikah secara diam-diam dengan menggunakan wali hakim, dan yang terakhir yaitu karena faktor biaya yang menyebabkan tidak mampu membayar administrasi pencatatan. Sehingga para orangtua zaman dahulu mencari solusi agar bagaimana nantinya masyarakat ataupun anak cucunya tidak ada lagi yang melakukan pernikahan secara siri karena dampak dari nikah siri yang tidak baik. Sehingga muncullah pemikiran untuk memberikan sanksi bagi pelaku nikah siri yang disepakati oleh badan permusyawaratan desa dengan pemerintahan desa tentang adat  istiadat (pegang pakai) yang terdapat dalam pasal 3 tentang nikah siri/nikah bawah tangan yang berisi” :[footnoteRef:17] [17:  Amir Hamzah, Tokoh Adat Desa Pondok Kandang, Wawancara, November 2023] 

Pasal 3
Nikah Siri/Nikah Dibawah Tangan 
1. Nikah siri/nikah bawah tangan adalah nikah yang sah menurut agama dan adat istiadat tetapi tidak tercatat pada negara/pemerintah 
2. Bagi warga yang melaksanakan nikah siri dikenakan ketentuan sebagai berikut :
a. Doa punjung putih,punjung kuning
b. Biaya nikah sesuai ketentuan yang ada 
”Bapak Fitri selaku kepala kaum Caniago Juga menjelaskan bahwa sanksi diatas bermaksud agar dapat dipahami oleh masyarakat dan sekaligus untuk memberikan efek jera bagi pelaku nikah siri sehingga dengan adanya sanksi tersebut masyarakat lebih memilih nikah tercatat dibandingkan nikah secara siri. maka sanksi itu sangat penting untuk mencegah dampak yang tidak baik dari nikah siri itu sendiri karena tidak memiliki kekuatan hukum, seperti tidak adanya surat nikah karena tidak terjadi pencatatan, pihak perempuan juga tidak bisa menuntut haknya sebagai seorang istri yang dilanggar oleh suami karena tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut. Serta  kepentingan terkait pembuatan KK dan  Akta Kelahiran anak tidak dapat dilayani karena tidak adanya bukti pernikahan berupa akta nikah/buku nikah orangtua sang anak. dan nantinya pengurusan warisan atau harta gono saat cerai tidak dapat dilakukan.”[footnoteRef:18] [18:  Fitri, Kepala Kaum Caniago Desa Pondok Kandang, Wawancara,  November 2023
] 

3. Proses Pelaksanaan  Sanksi Adat Nikah Siri 
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sadar selaku ketua adat mengatakan bahwa proses praktik sanksi adat nikah siri Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh yaitu nikah siri, pengaduan, proses sanksi adat.
Adapun penjelasan dari proses tersebut yaitu :
a. Nikah siri 
Nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan dengan tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah atau pihak (KUA), dan banyak sekali faktor yang melatar belakangi sehingga terjadinya pernikahan secara siri ini. Berikut hasil wawancara penulis dari tokoh masyarakat yaitu : 
“Pasangan yang statusnya masih lajang yaitu H dan E melakukan pernikahan secara siri. Saudari E mengatakan alasan mereka lebih memilih melakukan pernikahan secara siri karena pada saat itu jarak ke lokasi kantor urusan agama (KUA) yang cukup jauh dan juga saat itu kendaraan masih sangat minim”.[footnoteRef:19] [19:  Abdul Sadar, Ketua Adat Desa Pondok Kandang, Wawancara, November 2023] 

“Selanjutnya yaiu pasangan M dan A bahwasanya alasan mereka melakukan nikah siri yaitu karena adanya beberapa permasalahan internal di lingkungan keluarga, menjadikan mereka memaksakan diri untuk melangsungkan pernikahan siri. Dengan cara melangsungkan pernikahan siri, bahwasanya dalam pelaksanaan pernikahan itu berupa nikah siri”.[footnoteRef:20] [20:   Abdul Sadar, Ketua Adat Desa Pondok Kandang, Wawancara, November 2023] 


b. Pengaduan 
Sebelum pelaksanaan sanksi bagi yang melakukan pernikahan secara siri adanya salah satu masyarakat  yang mengetahui bahwa  adanya warga desa yang melakukan pernikahan secara siri. Sehingga tersebarnya gosip di Desa Pondok Kandang ini. Wawancara dengan bapak sadar selaku ketua adat di Desa Pondok Kandang mengatakan bahwa :
 “Dengan tersebarnya gosip antar masyarakat desa sehingga terdengar oleh ketua adat dan para kepala kaum, maka ketua adat mencari informasi langsung dan kejelasan kepada kepala kaum kedua belah pihak yang melakukan pernikahan siri ini. Setelah jelas bahwa benar adanya pernikahan siri maka ketua adat, kepala kaum kedua belah pihak serta sanak mamak kedua belah pihak akan berdiskusi kapan pelaksanaan sanksi adat tersebut akan dilaksanakan.”[footnoteRef:21]  [21:  Abdul Sadar, Ketua Adat Desa Pondok Kandang, Wawancara, November 2023
] 


“Setelah hari pelaksanaan sanksi tersebut ditetapkan maka kepala kaum kedua belah pihak akan memberitahukan kepada pelaku nikah siri bahwa mereka dikenakan sanksi adat dan akan dilaksanakan pada hari yang telah ditetapkan tersebut. untuk Persiapan dilakukan dengan menyiapkan punjung putih dan punjung kuning, serta segala keperluan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan sanksi tersebut. Setelah itu sanak mamak akan mengundang seluruh orang-orang anggota adat dan syarak untuk datang pada hari yang telah ditentukan untuk pelaksanaan sanksi tersebut”.[footnoteRef:22] [22:  Abdul Rahman, Kepala Kaum Melayu Gedang Desa Pondok Kandang, Wawancara, November 2023] 


Kepala kaum dan mempelai juga mengurus persyaratan nikah di KUA dan nantinya akan diadakan akad nikah  di hadapan pegawai pencatat nikah atau pihak KUA sehingga pernikahan tersebut nantinya  Sah menurut undang-undang dan tercatat. Pernikahan tersebut nantinya akan dilangsungkan di rumah pihak wanita dan pernikahan dilangsungkan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.

c. Pelaksanaan Sanksi Adat Nikah siri 
Sebelum pelaksaan sanksi adat dilakukan ada beberapa rangkaian dalam prosesi ini yaitu penjelasan dari informan. Wawancara dengan Bapak Abdul Sadar selaku ketua adat Desa Pondok Kandang mengatakan bahwa : 
”Bahwasannya awal mula kedua pasangan mempelai yang akan melaksanakan sanki tersebut mendaftarkan diri untuk melangsungkan  pernikahan secara sah dan tercatat di KUA, setelah semua proses dilaksanakan maka setelah itu memulai tahap pelaksanaan sanksi di rumah. Ada beberapa tokoh masyarakat dan juga petugas KUA yang hadir guna meresmikan pernikahan. Setelah semua pegawai adat dan syarak yang telah diundang tadi sudah hadir dan berkumpul dirumah pihak perempuan maka dimulailah pelaksanaan sanksi nikah siri dan prosesi ulang ijab kabul. Adapun proses pertama yang dilakukan yaitu sambutan dari tuan rumah, bahwasanya menerangkan tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya acara ini, yaitu guna melaksanakan sanksi adat. setelah itu dilanjutkan dengan proses nikah tercatat oleh pihak KUA sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku, dan dilanjutkan dengan berdoa dan pemberian nasehat tentang pernikahan bahwasannya pelaksanaan pernikahan yang mereka lakukan sebelum itu yaitu pernikahan siri memiliki dampak yang buruk bagi keberlangsungan rumah tangga, apalagi bagi pihak perempuan nantinya, serta dari segi pengurusan berkas ataupun kaitannya dengan keturunan, setelah beberapa nasihat disampaikan dari pihak KUA maka sudah sampailah di penghujung acara dengan makan punjung bersama. Punjung yang digunakan disini yaitu punjung putih dan punjung kuning yang menandakan bahwa telah berakhirnya sanksi dan terpenuhinya aturan adat sesuai ketentuan di Desa Pondok Kandang”.[footnoteRef:23] [23:  Abdul Sadar, Ketua Adat Desa Pondok Kandang, Wawancara, November 2023] 


“Bapak  Suparjo selaku kepala kaum melayu kecil juga menjelaskan mengenai nasi punjung, bahwa punjung terdiri dari dua macam  yaitu punjung putih dan punjung kuning, persamaan dari dua nasi ini yaitu dari bahannya, perbedaannya terletak pada warnanya, serta punjung putih juga terbuat dari beras biasa sedangkan punjung kuning terbuat dari beras ketan, dan juga punjung putih terdapat gulai ayamnya sedangkan punjung kuning terdapat ayam bakarnya. adapun punjung putih ditujukan untuk pegawai syarak yang terdiri dari imam, khatib, bilal, gharim, dan saih. Sedangkan punjung kuning ditujukan kepada pegawai adat, yaitu pegawai desa seperti kades, BPD, ketua adat, kepala dusun, kaur, LPM dan kepala kaum”.[footnoteRef:24]  [24:  Abdul Rahman, Kepala Kaum Melayu Gedang Desa Pondok Kandang, Wawancara, November 2023] 


Wawancara dengan ibuk Apriani sebagai masyarakat Desa Pondok Kandang juga menjelaskan mengenai punjung putih dan punjung kuning ini. 
“Ibuk apriani mengatakan bahan pokok dari punjung putih dan punjung kuning yaitu berupa beras, tapi yang berbeda disini yaitu punjung putih terbuat dari beras biasa sedangkan punjung kuning terbuat dari beras ketan serta pada punjung kuning juga terdapat  ayam bakar/ panggang ayam dan pada punjung putih terdapat gulai ayamnya”. [footnoteRef:25] [25:  Apriani, Masyarakat Desa Pondok Kandang, Wawancara, November 2023
] 


Discussion II (Third Subtitle, written in bold with the first letter of capital)
In this section, subtitles are written according to the content of those subtitles. The discussions in each section are comprehensively, logically, and systematically described. 

Footnote
Each time quoting an opinion, the author must give a footnote   using Format Chicago Manual of Style 17th Edition (full note). Please use Mendeley or Zotero manager reference app.


Footnote Writing Example:
Footnote Number [footnoteRef:26] [26:  Mursyid Djawas dan Sri Astuti Abdul Samad, “Conflict, Traditional, and Family Resistance: The pattern of Dispute Resolution in Acehnese Community According to Islamic Law,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 4, no. 1 (2020), p. 65–84.] 

Footnote Number [footnoteRef:27] [27:  Fajri M Kasim dan Abidin Nurdin, “Study of Sociological Law on Conflict Resolution Through Adat in Aceh Community According to Islamic Law,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 4, no. 2 (2020), p. 375–97.] 

Footnote Number [footnoteRef:28] [28:  Khairuddin Hasballah, “The Milk Al-Yamin Concept as a Validity of Sexual Relationship in a Modern Context: an Analysis of Muhammad Syahrur’s Thoughts,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 4, no. 2 (2020), p. 337–59.] 

Footnote Number [footnoteRef:29] [29:  Soraya Devy dan Dwi Mekar Suci, “The Implementation of Verdict Execution on Providing Maḍiyah Maintenance Following Divorce According to Islamic Law (Case Study in Syar’iyyah Court Banda Aceh),” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 4, no. 2 (2020), p. 416–42.] 

Footnote Number [footnoteRef:30] [30:  Agustin Hanapi dan Edy Yuhermansyah, “Urgency of Marriage Registration for Women and Child Protection in Gayo Lues District,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 4, no. 2 (2020), p. 528–44.] 

Footnote Number [footnoteRef:31] [31:  Mursyid Djawas, “Implementasi Pengelolaan Zakat di Aceh,” Mazahib 15, no. 1 (2016), p. 90–103.] 


Conclusion (bold in first capital letters)
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan hasil pembahasan yaitu sebagai berikut :
0. Pelaksanaan sanksi adat terhadap warga yang melakukan Nikah Siri di Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko dilakukan dengan rangkaian pelaksanaan meliputi adanya warga yang melakukan nikah siri, Pengaduan, pelaksanaan sanksi adat nikah siri yaitu berupa punjung putih dan punjung kuning, di barengi dengan nikah tercatat dengan pihak KUA, dan pada saat pelaksanaan sanksi ini dilakukan dihadiri oleh pegawai adat dan syarak serta sanak mamak kedua belah pihak,  Tadisi ini berlaku untuk pasangan suami istri yang melakukan nikah siri. Dengan adanya sanksi ini memperlihatkan etika masyarakat dan terjalinnya silaturahmi dengan pihak adat. Dan pelaksanaan tradisi ini menunjukkan bahwa hukum adat di Desa Pondok Kandang  Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko masih eksis sampai saat ini.
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